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PEMINDAHTANGAN KENDARAAN DINAS DAN
RUMAH DAERAH GOLONGAN 111

I. Kendaraan Perorangan Dinas

a) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan
dinas yang dipergunakan oleh Wallkota Tual dan Wakil Walikota Tual;

b) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan
-selama S (lima) tahun dan/atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

_€) Yang berhak membeil kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
pada huruf a) adalsh Walikota Tual dan Wakil Walikota Tual yang telah
mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah
membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintzh dalam tenggang
waktu 10 (sepuluh) Bhun;

d) Permohonan membeli Kendaraan perorangan dinas.

‘ Penjualan Kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohionan dari
yang bersangkutan,

‘€) Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibali,
Walikota Tual dengan Swrat Keputusan membentuk Panitia Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas,

Panitia penjualan kendaraan mensliti  dar seq  administratif) pemilikan
Kendaraan, kendaraan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas
dinas, efisiensi penggunaannya, biays operasional, nilal jual kendaraan,
pErsyaratan: pejabat pemobon dan {ain-bue yeng dipandang pery, H
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* Keputusan pengangkatan peitama sehagal Walikota dan Wakdl
Walikota;

» Surat pernyataan belum pernah membell kendaraan perorangan

dinas dalam tenggang waktu 10 {sepuluh) tahun:

* Hasil penelitian panitia penjualan;

* Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagal barikut:

- kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampal dengan
7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari
harga umum/pasaran yang beriaku;
- kendaraan perorangan dinas yang telah berumur B tahun atau
leblh, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dan harga
(2) Walikota Tual menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan,
= - dinas dengan lampiran Keputusan Walikota yang memuat antars lain:

(1) Nama dan jabatan pembelj;

(2) Data mengenai kendaraan:

(3) Biaya perbafkan selama 1(satu) tahun terakhir;

(4) Harga jual sesual dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Harga yang ditetapkan;

(6) Jumiah harga yang harus dibayar pembeli,

(3) Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas.

Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanfutnya:

(1) Dibuat Surat Perjanjian Sewa Bali Kendaraan Perorangan Dinas
yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Walikota;

(2) Apabila ada biaya perbalkan selama | (satu) tahun terakhir atas
kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas
sekaligus oleh pembeli sabeium Surat Pa- ianflan ditandatangani;

(3} 'Surat parjangian sewn bell harus memuat -

o BESIIVE Cloin Dlkanah Ats i 3l Mencaraan dmaksud

By ey



* Selama belum dilunasli kendaraon perorangan dinas tersebut
tetap tercatat sebagal barang Inventaris millk pemarintah
daerah.

(4) Dalam hal kendaraan tersebit mash  dipergunakan  untuk
kepantingan dinas, maka untuk blaya oli dan BBM dapal disediakan
pemenntah kota Tual sepanjang memungkinkan.

(S) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun
terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Kota Tual dan harus
disetor ke Kas Daerah.

(6) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka
dikeluarkan Keputusan Wallkota Tual yang menetapkan:

« Pelepasan hak pemerintah kota Tual atas  Kendarzan
Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan

« Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dad  Buku
Inventaris Pemerintah Kota Tual,

(7) Berdasarkan Keputusan Walikota Tual dimaksud pada angka 6) di
atas, pejabat pembell Kendaraan Perorangan Dinas dapat
melakukan Balilk Nama Kendaraan tersebut sesual dengan
ketentuan yang berlaku,

(8) Walikota dan Wakil Walikota baru diberikan hak untuk membeli lagi
kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak saat pembefiannya yang pertama,

I1. Kendaraan Dinas Operasional.

a. Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris
Barang Milik Pemerintah Kota Tual dapat dijual melahw pelelangan baik
pelelangan umum danjatau pelelangan terbatas;

D, Kendarsan dinas operasional yang dapat dihdpus dar Daftar Inventaris
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d. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus darl Daftar Inventaris
terdiri dari:

- Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;

- Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), sepeda motor dan scoater);

- Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdini darl mobil Ambutans,
mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar,
pesawat, dan kendaraan diatas air,

e. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional,

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan

kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur

kendaraan kepada Walikota Tual melalul pengelola.
f.  Pembentukan Panitia Penghapusan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk

difiapus, Wallkota Tual dengan Surat Keputusan membentik  Panitia

Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional,

WmmmMammemlmmﬂuﬁaﬂmgd:

1. Administratif/pemilikan kendaraan;

2. Keadaan fisik;

3. Kemungkinan menggangqu kelancaran tugas dinas;
4. Efisiensi penggunaannya;

5. Biaya operasional; dan

6. Nilal jual kendaraan.

Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuik

Berita Acara.

Apabila memenuhi persyaratan, Wallkota Tual menetapkan keputusan

tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.

Q. Pelaksanaan Penjualan/Pelelancgan:
« Setelah dihapus dark dantar iventarts, pelaksannan penjuatannva dapat
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« Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas
operasional yaitu Pejabat/Pegawal Negier Sipil yang telah mempunyal
masd kerja 10 (sepuluh) tahun dengan priortas pejabat/pegawal yang
akan memasuki masa pensiun  dan  pejabat/pegawal  pemegang
kendaraan danfatau pejabat/pegawal yang kebih senior dar Ketua dan
Wakil Ketua Dewan Perwakilon Rakyat Daerah Kota Tual yang teiah
mempunyal masa bhakti 5 (lima) tahun.

« Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawal, Ketua/
Wakil Ketua DPRD Kota Tual dapat mengikuti pelelangan terbatas
kemball sejak saat pembellannya yang pertama.

« Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/peletangan
terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis
kendaraan bermotor beroda 2 (dua);

“» Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam
kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dsb), penjualan/
pelelangannya dilakukan melalul pefelangan umum atau pelelangan
terbatas;

« Hasll penjualan/peielangan disetor ke kas daerah.

"I Rumah Dinas Daerah,
a. Rumah dinas milik daerah dibadakan dalam 3 (tiga) golongan yakni :

« Rumah daerah golongan | adalah rumah millk daerah yang disediakan
untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan
dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal o rumah tersebut
{rumah jabatan);

« Rumah daerah golongan 1l adalah rumah milik daerah yang tidak boleh
dipindahtangankan dar sudtu dinas ke dinas yang lain dan hanya
disadiakan untuk ditempati olen pegawal dan Dinas yang beraanghutan
{rumah Instans);



b. Rumah daerah golongan [11 milik daerah dapat dijual/disews belikan kepada
pegawal.

« Rumah milik daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai,
hanya rumah daerah golongan III dan rumah daerah golongan Il yang
tefah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan (11 yang
permanen, seml permanen dan darurat, yang telah berumur 10 (s2puluh)
tahun atau lebih.

Penentuan rumah daerah golongan [11 ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.
« Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu:
(1) Rumah Daerah Golongan [;
(2) Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi
Rumah Daerah Golongan I11;
(3) Rumah Daerah Golongan 1l yang masih dalam sengketa:
(4) Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 1.0 (sepuluh)
tahun.

= Yang berhak membeli rumah Daerah Golongan I11.

(1) Pegawai Negeri

+ Mempunyal masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun:

« Memillki Surat Ijin Penghunian (SIP);

« Surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama
Kepala Daerah;

» Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh) membeli
rumah dari Pemenntah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pensiunan Pegawai Neger) :

= Menerima pensiunan dan Negara/ Pemerintah:

« Memiliki Surat [jin Penghunian (SIP);

« Brlum pernah dengan jatanicar apaoun men
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« masih menerima tunjangan pensiun dar  Negara/Pemenatah,

adalah:
almarhum suaminyafisterinya sekurang-kurangrya mempanyal
masa kerfa 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, stag
masa kerfa almarbum suaminyaf isterinya ditambah dengan
jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda
berjumiah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

« memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).

« almarhum suaminyafisterinya belum pernah dengan jatan/cara
apapun  mempercleh/membeli  rumah  darl  Pemerintah
berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(4) Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/fisteringa dinyatakan sebagal
Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

« Masih menarima tunjangan pensiunan darl Pemerintah, =

« Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).

« Almarhum suaminyafisteringa belum pernah dengan jalan/cara
apapun  memperpleh/membeli  rumah  dari  Pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Dasrah
« masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;

« memiliki Surat Ifin Penghunian (SIP);

« almarhum swaminyafisteringa belum permah dengan jalan/cara
apapun  memperoleh/membeli  rumah  dari Pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangarn.

(6) apabila panghuni rumah Daerah Golongan 111 sebagaimana dimaksud
padia angka 1) s/d 5) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan
pengalihan hak/membel atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh
anak yvang sah dat penghuni yang bersangbutan

c.. Pengalihan Hak Dengan Cara Sivia Bel
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(2) 4 % setiap tahun untuk seml permanen; dan

(3) 10% setiap tahun untuk darurat;

Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan BO % atau nilai

sisa bangunan/rumah minimal 20%.

Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dard

harga taksiran dan penitaian yang dilakukan oleh Panitia.

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yaitu:

(1) pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5% (lima persen) dari
harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian
sewa beli ditandatangani.

(2) pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling
tama 20 (dua puluh) tahun.

d. Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan 111,

Penjualan Rumah Daerah Golongan 111 tidak dapat diproses sebefum adanya

Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan 111 atau

diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan [11 didasarkan atas

permchonan dari Pegawal Negeri yang telah mendapat persetujuan dari

atasan langsungnya, dan jandafduda sebagai dimaksud pada huruf ¢) di

atas,

e. Pengkoordiniran permohonan pembelian,

(1) Setelah mendapat persetujuan dari kepala Daersh, maka segera
dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai,

« Susunan Panltia Penaksir dan Panitia Penilal melibatkan unsu
teknis terkait.

= Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap
dan diysahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik janatan
maupun  pangkatnya  lehih tnggl dari pada Personalia Panitiy
Pingrilealy



ljin penghunian;

Persyaratan personil pegawal darl segi masa kerja, pernah/belum
membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;

Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan
dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk  perbaikan-
perbaikan yang telah dilakukan atas blaya pemerintah daerah.
Apabila ada penambahan danfatau perbaikan dilakukan oleh dan
atas beban penghuni sendiri tidak diperhitunghkan;

Lain-lain yang dipandang periu,

Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk
Berita Acara hasil penaksiran.

Tugas panitia Penilal adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia
Penaksir tersabut di atas.

“Hasll- penilaian Panitia- Penilal - dituangkan dalam bentuk Berita

Acara,

Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia
Penilai  tidak sama  (udak  sepakat) maka yang
menetapkan/memutuskan  harga taksiran  tersebut  adalah
pengeaiola,

f. Keputusan Walikota.
Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yaitu:
(1) Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil

peniiaian Panitia Penilai;

(2) Persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawal pembell,
Selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan [11 dan/atau ganti rugl atas
tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Waliknta,
Dalam Keputusan Walikota tentang penjuatan rumah Daerah Golongan [11
harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Dasrah golongan 111 dan

wrmasuk @nah  Bangutannya atau rumahiny S0 abau tRatia s



g‘.

Surat Perjanflan Sewa Beli.

Setelah  dikeluarkan Keputusan Walikota Tual tentang penjualan rumah
golongan 11, dibuat Sural Perjanfian Sewa-Beli rumah dan ganti rugl atas
tanahnya yang ditandatangani oleh Walikota Tual atau pejabat yang ditunjuk
sebagai Pihak ke 1 dan masing-masing pegawal/pembeli sebagal pihak ke 11,
Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum
5% dari harga jual rumah beserta tanahnyafganti rugi atas tanahnya yang
telah ditetaphkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
Dalam Surat Perjanjian tersebut hams dicantumkan besamya angsuran
bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi,

Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua
puluh) tahun,

Apabila dilunasi dalam waktu vang lebih cepat, maka dapat dilakukan
Selain itu dalam Surat Perjanfian tersebut harus dicantumkan pula
persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenal sanksi yang dapat
dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang
berlaku,

. Pelepasan hak dan penghapusan dari Buku Inventaris,

Setelah pegawal yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti
rugi atas tanah maka Walikota Tual menetapkan Keputusan Wallkota Tual

tentang:
(1) Pelepasan hak Pemerintah Kota Tual atas rumah danfatau tanah

2 yang telah dijual kepada pembeii,
penghapusan rumah danfatau tanah bangunannya dari
" Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Tual .
Berdasarkan Keputusan  Walikota Tual tersebut o atas, maka atas
hak/sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohan oleh pegawal yang
tersanghutan untuk mendapatkan sesustu hak pada Instansd Pertanahan
Yoty Tunl,



LAMPIRAN O PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR VE  TAHUN 2010
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PEMINDAHTANGANAN MELALUI HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL

. Umum

1) Pertimbangan pelaksanaan hibah barang millk pemerintah kota Tual
dilaksanakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan
penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :

a) Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusigan misalnya
untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya;
dan

b) Hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu hibah
antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah Kota Tual dengan Pemerintah
Pusat danfatau antar Pemerintah Xota Tual dengan Pemerintah Daerah
Lainnya).

2) Barang milik pemerintah kota Tual yang dapat dihibahkan harus memenuhi
syarat sebagal berikut :

a) Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;

b) Bukan merupakan barang yang menguasal hajat hidup orang banyak;

) Tidak digunakan lagl dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan
peiyelenggaraan pemerintahan kota Tual,

3) Walikota Tual menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan sesual batas kewenangannya.

4) Hibah barang milik pemerintah kota Tual berupa tansh dan/atau banqunan
vang telah diserabkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaannya
direncinakin, thtuk dibitabkan ol yaing (eecantiom  datsn ook
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&) Hibah barang milik pemerintah kota Tual selain tanah danfatau bangunan
dengan nilai sampai dengan RpS.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
dilaksanakan oleh Walikota Tual, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan
Hakyat Daerah Kota Tual.

I1. Tata Cara Pelaksanaan Hibah

1) Pengelola barang mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan
kepada Walikota Tual disertal dengan penjelasan serta kelengkapan data;

2) Walikota Tual dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkajl terhadap
rencana pelaksanaan hibsh dengan memperhatikan kepentingan sosial,
keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan;

3) Apabila Wallkota Tual menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Walikota
Tual mengajukan permohonan kepada DPRD Kota Tual untuk pelaksanaan
hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersabot;

4) Setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Tual, ditindak lanjuti dengan Surat
Keputusan Penghapusan tanah danfatay  bangunan dimaksud dan
dituangkan dalam Berita Acara Hibah:

5) Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah danfatau bangunan kepada
Walikota Tual pengelola disertal dengan penjelasan serta kelengkapan data,

6) Walikota Tual dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap
rencana hibah tersebut.

7) Setelah mendapat persetujuan Walikota Tual ditindaklanjuti dengan
keputusan yang ditandatanganl oleh pengelola atas nama Walikota,
Selanjutnya pengguna barang melaksanakan serah terima barang/ hibah
yang dituangkan dalam berita acara.

II1. Panyertaan Modal Pemerintah Daerah
1} Penyertaan modal pemerdntah kota Tual atas barang milik pamerintah kota
Tval dilakukan dalam rangka tondicon. penoembonaan dan LSV AT



drencanakan uniuk penyertaan modal dan barang milik pemerintah kota
Tual alan lebih optinal apabia dilaioskan malalui perryertaan modal.

3) Penyertaan modal pemerintsh kota Tual dibksansian tefadap tansh
mmmﬂmmmmmwam
atau terhadap ansh dan atau bangunan yang sejak awal direncanaian untuk
penyertaan modal.

4) Penyertaan modal pemerintah kota Tual dapat juga digkukan terhadap
barang milik pemerintah kota Tual selsin tanah dan/atay bangunan.

5) Walikota Tual menetapian barang milic pemerintah kota Tual berupa tanah
dan/atau bangunan yang akan dijadilan untuk penyertsan modal pemesnintah
kota Tual sesuad batas kewsnanganiya.

memmmmhmm
~ “atas Tanah danfatau Bangunan : - ———

1) Pengelols mengajulan usul penyertasn modal pemerintah kota Tual atas
tanch danfatau bangunan kepada Walkota Tual disertai siasan
pertimbangan serta kelengkapan cata;

2) Walikota Tual membentuk Tim ontuk menslti dan mengkaji wsul yang
 dsampailan oleh pengelola;

3) Apablla Wtz Twal menyetujui atas rencana penyertaan modal
tesebut, selanjuirya Wallkota Tual mengajulan permohonan persetujuan
kepada DPRD Kotz Tual untuk menghapus/memindahtanganian aset
tersetnt yang akan dijadian sebagal penyertaan modal;

4) Setsiah mendapst porsctujien DPRD Kota Tusl, Walkota Tual
mensiagian penghapusan ternatap et tersebat. selanjutiya pengelala
menyiapkan rancangan Pesaturan [oerah tentang Penyertaan Modal
Pernarintah Kot Tud,

3) Set=igh Peraturan Daerah ditstaplan, selanjutnyva dilavukan penverahan
wmm-ﬂ*bﬂfi“ Tecind kapada phak katsga <elak

EYE D, =TI MGAA! D



B. TmmpmmniﬁnTﬂhiﬂum
1) Pengguna barang mengajuikan usul kepada Wallkolta melalil pengelol
disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajan Tim

disampaiian kepada DPRD Fotz Tual.

nmmmnﬂmpmpmmm
,mmmwmwmmmm
Tedma. ——

C. Laporan Pemindahtanganan
Femindshianganan yang meiputl penjualan, tukar-menuiar, hibah dan
mmwﬂmrﬂmmwmw
selambat-lambetny2 15 (mia beias) hari setelsh ditetapkan Keputusan
Penghapusan.




LAMPIRAN P PERATURAN WALIKOTA TUAL
MNOMOR 1T TAHUN 2010
TANGGAL TAHUN 2010

TUNTUTAN GANTI RUGI

L Umum
palam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang millk pemerintah
kota Tual, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan
penylmpan danfatau pengurus barang berupa Tuntutan Gantl Rugl (TGR) yang
karena perbuatannya merugikan pemerintah kota Tual.

11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Dalam meliksanakan Tuntutan Gantl Rugl, Walikota Tual dibantu oleh Majelic
Pertimbangan TGR.
Tugas Majelis Pertimbangan TGR adalah memberkan pendapat dan
partimbangan apabila ada permasalahan yang menyanghat kerugian pemerintah
kota Tual.
Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR terdiri dari
a. Sekda Kots Tual, selaku ketua merangkap anggota;
b. Kepala Inspekiorat Daerah Kota Tual, selaku Wakil Ketua Satu merangkap
anggata;
¢, Asisten Sekda Kota Tual yang membidangi selaku Wakil Ketua Dua merangkap
anggota;
Kepals Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tual, selaku Sekretaris;
Kepala Bagian Umum Sekretariat Dagrah Kota Tual, sefaku Anggota;
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tual, selaku anggota; dan
. Kepala Bagian Kepagawaisn Sekretariat Dasrah Kota Tual, selaku anggota
Kaanggotaan Majelis Pertimbangan TGR tersebut di atas tidak baleh dowislen

vy iy e oramn MMapels daguat s e B e T

e mp B



a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasl kasus
TGR yang diterima;

b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGH;

. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Kepala Daerah atas sefiap
kasus yang menyanglat TGR,; dan

d. Menyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai peskembangsn penyeiesaan
kasus kerugian Daersh secara periodik kepada Menterd Dalam Negeni cq.
Direktur Jenderal Bina Administrasi keuangan Daerah.

Anggota Majelis Pertimbangan TGR sebelum menjalanian tugasmys mengucapkan

sumpah/jan§i dihadapan Kepala Daersh sesusl dengan ketentuan can B2 22

yang berfaku.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, beraca pada Badan

mwm.mﬁﬂ,mww

Pertimbangan scrta Tata kerjanye ditetapikan dengan Suret Keputusan Wallkots
Tual.

II1. Tata cara Tuntutan Ganti Rugi Barang
Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawal Negeri Sipll @
lingkungan Pemerintzh Kota Tual, Pegawai Perusahaan Daersh Kota Tual yang
melakukan perbuatan melanggar hulkum atau perbuatan melalaian kewapban
atay status jabatannys, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatian
kerugian bagi pemerintah kota Tual.
Tuntutan gant rugi barang tidak dapat dilskuian atas gasar sangkaan atau
dugaan, akan tetap! harus didasarkan pada kenyatsan yang sebenamya dan
dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negen
Waliola Tual harus berusaha mempercieh penggantdn 3las semul kerugan
yang diderita oleh daerah dan sedapat mungiin dlursatakan dengan falan/uoay 2
damad.
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b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyampaikan laporan kepada
Walikota Tual dan Walikota Tual mengeluarkan surat pemberitabuan tertulis
kiepada plhak yang akan dituntut dengan menyebutian
1) Jumiah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;

2} sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan

i) tenggang waktu 14 hari  yang diberikan untuk  mengajukan
keberatan/pembelaan  din  terhitung dari  tanggal diterimanya surat
pemberitahuan oleh pegawal yang bersangkutan.

¢ Bila dalam tenggang waktu 14 harl tdak diajukan pembelaan dif atau
diajukan pembelaan dirl akan tetapl Walikota Tual tetap pada pendiriannya
karena Gdak dapat membebaskannya dari kesalahan/kekeliruan, Walikota
Tual menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugl.

d. Atas dasar Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugl, Walikota Tual
melaksanakan sengalihan kepada yang bersangkutan atau dengan cara
memotong gafi,penghasilan yang bersangkutan dan apabila dianggap periu,
dapat meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan
paksa.

2 Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugl tidak mengurangi hak yang
bersangkutan untuk dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat keputusan
tersebut, mengajukan permohonan  banding kepada pejabat  yang
berwenang.

f. Pengajuan surat permohonan nalk banding, Hdak menunda pelaksanaan
Suratl Keputusan Pembebanan.

9. Dalam hal Pegowai Negerl Sipll di lingkungan pemerintah kota Tual dan
Pegawal Peérusahaan Daerah Kota Tual tidak mampu membayar ganti rugi,
yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada
Wakkota Tual unfuk mohon pembébasan atds koewajibannyd  untuk
mamibdyar gt ruge

ipatila Roputuian tingkst Danding mewatakan Dolnvi SEOANG gD




Iv.

Walikota Tual menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan kekurangan
kerugian dacrah,

. Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memeriukan
biaya yang lebi besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh
daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan.

. Penggantian kerugian daerah dapat diiakukan dalam bentuk uang atau
barang sesual dengan cara penggantian keruglan yang telah ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Tuntutan ganti rugi barang kadaluwarsa fika telah lewat 5 (ima) tahun
setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau fika
telah lewat 8(delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana
perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian
daerah itu dilakukan. tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang
merugikan-daerah at 15 tuntutan berdasarkan hukum Perdata.

L Keputusan pembebanan gantl  rugi barang disampalkan kepada
pengeloiajpembanty  pengelola untuk  selanjutnya  dilakukan  proses
penghapusan sesual katentuan yang berlaku,

Walikota Tual menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan:

a. Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan dirl
tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR satelah
mendapat saran dar Majelis Pertimbangan.

b. Hagi Pegawai Negerl yang melarikan dirl, TGR tetap dilakukan terhadap ahli
warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari
perbuatan yang menyebabkan keruglan Daerah.

¢. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan
dikeluarkan dari administrasi Pembukuan,

Pembebasan Tuntular Ganti Rugt dan Pemberhentian Semenlara dari
jrbakan




seteah dadman penelitan, maka Wallkota Tual menerbitian keputusan
peaghectian/penghanusen tuntutan gant ruge baik sebaglan atau seluruhnya.
Dolam rad Wasioxta Tuadl t=ish menenima lporan tentang kekurangan/kerugian
Deerah dan pada Pesbat/pegawal, maka Walkota Tual dapat melakukan
rosen sementara beruns membobackan pegawai yang bersangkutan dar
phatarrys, seteldh teriebih datwiu kepada yang bersanghutan  diben
ESsampatan Unfuk menbeis din

o Pejtatf/Pegaws, Penyimpan dan/atay pengurus Barang tidak ditahan oleh
¥ang bDerwajid karera melbkuien pelanggaran ateu melalaikan kewajiban
sEhinggR merugikan  daerah, maks yang bersangkutan dapat diberhentikan
sementary cheh Waikota Tua! stau pejabat yang barwenang.

Setelnh ada keputussn Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidok
Dersaiah, maia pemberhentian sementara harus dhcabut.

Galam hal putusen Pengadia Negeri menyatakan yang bersangkutan bersalah
fan Genbian fwkuman  korungan, Walikota Tual  nmemberhentikan
Fengadiian Negeri untuk menghulum atay membebaskan yang bersanghutan
car Gndak [eCcana/Delanooaran hulcsm Ddak menggugurkan hak pemeriniah
kota Tual untuk mengadakan Tuntutan Gantl Rug.

. [aporan Tentang Terjadinya Kerugian Daerah.

Terpdnys kerugian dasrsh dapat diketahud olsh Walikota Tual melalul laporan,
talk yeng merupakan Bporan hasd pemeriksaan darl aparat pengawasan
{Inspehaorat Deerah Kota Tual) maupun laporan Kepala SKPD yang membawahi
pelabot/pegawal, penyimpan dan/atay pengurus barang yang Dersandgkutan,

0 sAAMNLD e ras
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LAMPIRAN ( PERATURAN WALTKOTA TUAL
NOMOR \F  TAHUN 2010
TANGGAL (3 TAHUN 2010

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
I. Umum

Untuk menjamin  kelancaran  penyelenggaraan pengelclaan barang  milik
pemerintah kota Tual sacara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi
pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib
administrasi pengelolaan barang milik pemerintah kota Tual.
11. Pembinaan
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, dan supernvisi,
1. Pengendalian
Pengendafian merupakan ut3ha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesual dengan
rencana yang telah ditetapkan,
2. Pengawasan
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenamya mengenal pelaksanaan tugas dan/atau keglatan,
. apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
I11. PEMBIAYAAN
Dalam rangka tartib administrasi pengelolaan barang milik pemerintah kota Tual
diperiukan  pembiayaan untuk  kegiatan seperti; penyediaan blanko/buku
inventaris, tanda kodifikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sisim
informasi barang daerah (simbada) dengan komputerisasi, tunfangan/insenti!
penyimpar dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya
Pembiayaan untuk keperuan pedgelolaan barang daerah agar direncanakan dan
diajukan setiap tahun melalul APBD Kota Tual sesuai dengan ketentuan
reraturan perundang-undangan

.
-
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